RINGKASAN

PROSEDUR PENOLAKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
PADA SEKSI PENCAIRAN DANA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR. Bintang wahyu Prayogo NIM
D42222866, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ganang
Wijanarko,S.E, (Pembimbing Lapang) Endro Sugiartono,S.E.,M.M, (Dosen
Pimbimbing).

Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Denpasar selama empat bulan, yaitu pada tanggal 1 September sampai dengan
31 Desember 2025, dengan total beban kerja setara 700 jam. KPPN Denpasar
merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) di
daerah, khususnya dalam pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) dan penyaluran
dana APBN kepada satuan kerja.Selama pelaksanaan magang, mahasiswa ditempatkan
pada beberapa unit kerja dengan sistem rolling, dengan fokus utama pada Seksi
Pencairan Dana. Salah satu kegiatan yang menjadi objek pembahasan dalam laporan
magang ini adalah prosedur penolakan Surat Perintah Membayar (SPM). Penolakan
SPM merupakan bagian dari proses pengujian yang dilakukan KPPN untuk
memastikan bahwa pengajuan pembayaran telah memenuhi ketentuan administratif,
teknis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur penolakan SPM diawali dengan pengajuan SPM oleh satuan kerja
melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTTI). Selanjutnya,
petugas Front Office melakukan pengujian awal terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen SPM. Apabila ditemukan kesalahan, SPM dikembalikan kepada satuan kerja
melalui mekanisme penolakan. SPM yang lolos tahap awal kemudian diuji lebih lanjut
oleh petugas Middle Office dan reviewer melalui aplikasi SAKTI dan SPAN, baik
secara manual maupun sistem. Tahapan akhir dilakukan oleh Kepala Seksi Pencairan
Dana sebagai pejabat berwenang.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, penolakan SPM yang
terjadi di KPPN Denpasar pada umumnya bersifat formatif, yaitu disebabkan oleh
kesalahan administratif dan formal seperti ketidaksesuaian data, kekeliruan pengisian
dokumen, atau kelengkapan persyaratan yang belum terpenuhi. Penolakan yang
bersifat substantif hampir tidak ditemukan, yang menunjukkan bahwa secara umum
substansi pengajuan SPM dari satuan kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, prosedur penolakan SPM di KPPN Denpasar berfungsi sebagai
instrumen pengendalian internal guna menjamin akuntabilitas, ketelitian, dan
kepatuhan dalam pelaksanaan pembayaran APBN.
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